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Syarat pembayaran uang dalam sistem pengelolaan belanja daerah adalah dokumen
SP2D vyaitu Surat Perintah Pencairan Dana, SP2D digunakan untuk penarikan dana
melalui bank yang ditunjuk setelah SPM BUD diterbitkan. Namun pada saat proses
pencairan dana terkadang terjadi penolakan dari BAKEUDA, masalah ini
mengakibatkan proses pencairan dana jadi terhambat yaitu terkadang uang tidak
masuk ke rekening pihak ketiga.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 metode pengumpulan data yaitu peneliti
mewawancarai secara langsung kepada bagian struktur organisasi perusahaan, peneliti
juga melakukan observasi peneliti mengamati secara umum kegiatan perusahaan
dalam kaitannya dengan pencairan dana langsung (LS), serta pengkaji menghimpun
serta memverifikasi dokumen yang terhubung langsung dengan kegiatan pencairan
dana langsung (LS) dan yang ditanggapi responden survei. Hasil dari penelitian ini
adalah sistem dan mekanisme pencairan dana langsung pada pengadaan jasa, sistem
pengendalian internal, serta pengukuran efektivitas sistem pencairan dana langsung
pada pengadaan jasa, dalam proses mekanisme pencairan dana langsung pada
pengadaan jasa di Dinas Bina Marga dan Bina Kontrsuksi Provinsi lampung
menghasilkan dokumen-dokumen berupa SPP-LS, SPM-LS, dan SP2D.

Berdasarkan hasil penelitian sistem dan prosedur pencairan dana langsung pada
pengadaan jasa di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
diterapkan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan
Gubernur Lampung No 56 Tahun 2021.
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DIRECT FUND DISBURSEMENT SYSTEM (LS) IN THE PROCUREMENT
OF SERVICES OF THE LAMPUNG PROVINCIAL HIGHWAYS AND
CONSTRUCTION AGENCY
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The terms for payment of money in the regional expenditure management system are
SP2D documents, namely Fund Disbursement Orders, SP2D is used for withdrawals
of funds through designated banks after SPM BUD is issued. However, during the
disbursement process, sometimes there is a rejection from BAKEUDA, this problem
results in the process of disbursing funds being hampered, that is, sometimes the
money does not enter the account of a third party

In this study, the author used 3 data collection methods, namely researchers
interviewing directly to the company's organizational structure, researchers also
observing in general the company's activities in relation to direct disbursement of
funds (LS), and reviewers collecting and verifying documents that are directly related
to direct fund disbursement activities (LS) and to which survey respondents respond.
The results of this study are the system and mechanism for direct disbursement of
funds in the procurement of services, the internal control system, and the measurement
of the effectiveness of the direct disbursement system in the procurement of services,
in the process of the mechanism for disbursement of direct funds in the procurement
of services at the Lampung Provincial Highways and Development Office produced
documents in the form of SPP-LS, SPM-LS, and SP2D.

Based on the results of research, the system and procedure for disbursing funds
directly in the procurement of services at the Lampung Provincial Highways and
Construction Agency are implemented in accordance with the systems and procedures
stipulated by Lampung Governor Regulation No. 56 of 2021.
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